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PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA 
NOMORS TAHUN 2008 

TENTANG 
RETRIBUSIPENYELENGGARAAN 
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 

BAGIAN HUKUM'SERRETARIAT DAERAH 
KABUPATEN GOWA 

TAHUN2008 



..... OENGAN RAliMAT TUHANYANG MAHA ESA 

BUPATI GOWA, 

TENT ANG 

a. bahwa · dalam rangka tertib administrasi 
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, 
maka perlu dilakukan penataan 
penyelenggaraan administrasi kependuduk.an 
secara terpadu, terarah terkoordinasi dan 

. berkesinambungan; 

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gowa 
Nomor 9 Tahun 2000 .tentang Retribusi 
Pungutan Biaya Cetak Kartu Tanda 
Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipandang 
tidak sesuai lagi kondisi perkembangan 
sekarang, sehingga perlu ditinjau dan diganti; 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA 
NOMOR STAHUN 2008 

. RETRIBUSI PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI 
KEPENDUDUKAN 

Menimbang 



Mengingat 

c. bahwa · berdasarkan pertimbaugan 
sebagaimaria dimaksud dalam huruf a dan b, 
perlu. membentuk Peraturan Daerah 
Kabupaten _: Gowa tentang Retribusi 
Penyelenggaraan Administrasi 
Kependudukan; 

I. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 
- 1953 tentang · Pengawasan Orang Asing 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 64, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 463 ); 

2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 
I 955 tentang Kependudukan Orang Asing 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1955 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 812 ); 

. . . 

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Ti�gkat II di Sulawesi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); 

4. Undang-Undang Nornor 4 Tahun 1961 
tentang Penarnbahan atau Perubahan Nama 

. Keluarga _ (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2154); 
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5. Undang-Undang Nomor 7 Tahen 1989 
tentang Peradilan Agarna (Lembarsn \"e-wra 

- -- -Republik Indonesia Tahun 1989 Nom0:--i9: 
Tarnbahan Lembaran Negara Rep.,,I;k 
Indonesia Nomor 3400); 

6. Undang-Undang _Nomor 9 Tahun :992 
· tentang · Keimigrasian (Lernbaran \"eara 

Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor-33. 
Tarnbahan · Lernbaran Negara Repuslik 
Indonesia Nomor 3474); 

7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun ]999 
tentang Hubungan Luar Negeri (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun i999 
Nomor 156, Tarnbahan Lembaran Nezara 
Republik Indonesia Nomor 3882); - 

8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun ]999 
tentang Hak Asasi Manusia (Lembzran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 165, Tambahan Lembaran \"e-..ara 
Republik Indonesia Nomor 3886); - 

9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun :ooo 
ientang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 18 .Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lernbaran \"erara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nornor �-1'6, 
Tambahan Lernbaran Negara - Rec'uNik 
Indonesia Nomor 4048); - 

l 0. Undang-Undang Nomor 23 Tahun :(\'.):? 
tentang Periindungan Anak (Lerr,:>2.""3.11 



Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 109; Tambahan Lembaran Negara 

· Republik. Indonesia Nomor 4235); 

11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 
" tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 

undangan. (Lembaran · Negara Republik 
.. .Indonesia'Tahun 2004 Nomor 53, Tambaharr .... 

· · · ·. Lembaran · · Negara Republik Indonesia 
· Nomor4389); ·.·,. 

12. Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 
' tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

· Negara .r.Republik · Indonesia Tahun 2004 
.·,Nomor··l25, Tambahan Lembaran Negara 
. Republik ·' · Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang- 
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang 

· Penetapan · .Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 

: tentang . Perubahan Atas Undang-Undang 
Nornor.Jz Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara · Republik Indonesia Tahun 2005 

· Nornor ros, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4548); 

.13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 
.tentang Kewarganegaraan Republik 
Indonesia (Lembaran Negara Republik 
IndonesiaTahun 2006 Nomor 63, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4634); 
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· 14: Undang-Undang . Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4674); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 
· tentang Pendaftaran Orang Asing (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1954 
Nomor 51; Tambahan Lembaran Negara 

. Republik Indonesia Nomor 569); 

16, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 
tentang .Perubahan · Batas-Batas Daerah 
Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, 
Mares dan Pangkajene dan Kepulauan dalam 

. Lingkungan . Daerah Propinsi Sulawesi 
Selatan .(Lembaran Negara Republik 

.· Indonesia tahun 1971 Nomor 65, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2970); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 
. tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun,2001 Nomor 119, 
Tambahan Lernbaran: Negara - Republik 

· Indonesia Nomor 4139); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 
tentangPedoman Penyusunan dan Penerapan 
Standar Pelayanan Minimal (Lembarao 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
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Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4585); 

. 19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 
23 Tahun · 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 51, Tarnbahan 
Lembaran Negara · Republik Indonesia 
Nomor 80); 

20. Peratur�n Daerah Kabupaten Go:wa Nomor 3 
Tahun · 2004 tentang Transparansi 

· 'Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten 
Gowa. (Lernbaran Daerah Kabupaten Gowa 

· Tahun 2004 Nomor 7 Seri E); 

. 2 L Peraturan Daerah K�bupaten Gowa Nomor 4 
Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat 

. Dalam ·. · Penyelenggaraan Pemerintahan 
Kabupaten · Gowa (Lembaran Daerah 

· Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 8 
Seri E); 

Dengan Persetujuan Bersama 

�EWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN GOWA 

dan. 

BUPATIGOWA 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkati : RETRIBUSI PENYELENGGARAAN 
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 
Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1·. · · . Kabupaten adalah Kabupaten Gowa. · . 

2. Kepala Da��ah adalah Bupati Gowa .. 

3. . Dinas. ad�ah .JJ�rangkat . Daerah yang diberi tugas 
menyelenggarakan Pendaftaran Penduduk . dan Pencatatan 

. Sipihdi Kabupaten C10_wa. . . ... 
4: · ·Camat adalahCamat dalam Kabupaten Gowa.- ··· 

5. Lurah I Desa adalah Lurah I Desa daiarn Kabupaten G6wa 

6. Pejabat yang be�eiiang. adalah 'i>ejabat yang mendapatkan 
limpahan ke\;Venimgllll di dalam penyelenggaraan administrasi 
kependudukan dari Bupati, . . . . . . . .. . . 

7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing 
. yang bertempat tinggal di°lndonesia. . . . . . . 

.. ·• .· ... 
8.. . · Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang-orang Bangsa 

Indonesia· Asli dan orang-orang bangsa lain. yang disahkan 
dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia 

9. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia 

10. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang· asing yang 
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tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Republik 
Indonesia dan telah . mendapat izin tinggal terbatas dari 

· 'instansi yarig berwenang. 

11. Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada 
dalam wilayah Republik Indonesia dan telah mendapat izin 
tinggal tetap dari instansi yang berwenang. 

12: Penduduk Tinggal Sementara adalah Warga Negara Indonesia 
(WNI) yang bertempat tinggal di luar dom.isili asli atau 
tempat tinggal tetapnya dengan maksud untuk mencari nafkah 
atau pekerjaan atau pendidikan dan yang bersangkutan tidak 
berkeinginan untuk menjadi penduduk Kabupaten Gov,;a. 

13, Administrasi: Kependudukan .. ad�iili rangkaian kegiatan 
penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data 
Kependudukari melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan 
Sipil, pengelolaan informasi Adrninistrasi Kependudukan 
serta pendayagunaan .: hasilnya untuk pelayanan publik dan 
pernbangunan sektorlain. . . 

. . . . . . . - . . .. . . . . .... - .. : . 

14. Dokumen Kependudukan adalah .dokumen resmi yang 
diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan 
hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari 
pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 

15, . Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang 
selanjutnya disebut Penduduk Rentan Administrasi Penduduk 

·adalah Penduduk · yang mengalami · hambatan dalam 
memperoleh : dokumen Penduduk yang· disebabkan oleh 
bencana alam, kerusuhan sosial atau bertempat tinggal di 
daerah terkebelakang. 

16. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, 
pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan 
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pendataan Penduduk rentan: Administrasi .Kependudukan 
serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu 
identitas atau surat keterangan kependudukan. ' • . . 

17. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian . yang dia!ami 
Penduduk 'yang. harus dilaporkan karena membawa akibat 
terhadap penerbitan atau peruhahan Kartu Keluarga, Kartu 

· Tanda Penduduk-dan/atau- surat-keterangan kependudukan . 
lainnya meliputi pindah. datang, · perubahan alamat, serta 
status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. 

18. Biodata Penduduk adalah keterangan yang· berisi elemen data 
. tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan 
dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak 
saat kelahiran. 

19 .. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya d.isingkat NIK, 
adalah nomor identitas penduduk yang bersifat ·unik atau 

· khas, tunggal dan melekat. pada seseorang yang terdaftar 
sebagai Penduduk Indonesia. · · ·· · 

20. · Keluarga adalah unit terkecil dalarn masyarakat yang terdiri 
dari suarni - isteri, atau suarni isteri dan anaknya; atau ayah 
dan anaknya, atau ibu dan anaknya dan orang lain yang 
menjad.i tanggungjawab kepalakeluarga. 

21.'. Kartu keiuarga, selaiijtitnya . di�gkat KK adalah kartu 
· identitas keluarga yang memuardata tentang nama, susunan 

dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota 
keluarga. 

22'. Kepala Keluarga adaiah : 

a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik 
rnempunyai hubungan darah maupun tidak, yang 
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bertanggungjawab terhadap keluarga; 

b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau .. 

c. Kepala Kesantrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain- 
Jain dirnana beberapa orang bertempat tinggal bersama- 
sarna. 

23. Anggota Keluarga adalah orang yang menjalin kehidupan: 
bersarna den. bertempat tinggal dalam suatu bangunan dengan 
Kepala Keluarga, karena adanya hubungan darah, perkawinan 
atau ikatan lainnya. 

24. Pindah dan Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat 
tinggal untuk rnenetap karena perpindahan dari tempat yang 
Jama ketempat baru. 

25. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP adalah 
identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan 
oleh Instansi · Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

26. Surat Keterangan Kependudukan adalah bukti yang dimiliki 
seseorang setelah melaporkan peristiwa penting atau 
peristiwa kependudukan · yang dialami, meliputi Surat 
Keterangan Lahir, Surat Keterangan Lahir-Mati, Surat 
Keterangan Kematian, Surat Keterangan Pindah dan Datang, 
Surat Keterangan Tempat Tinggal dan Surat Keterangan 
Kependudukan Lainnya. 

27. Kartu Pengganti Tanda Identitas yang selanjutnya disingkat 
KA PTI adalah Kartu Bukti Diri yang diberikan kepada setiap 
penduduk yang berusia 12 sampai dengan 16 tahun dan atau 
belum kawin dao atau belum wajib KTP. 

28. Kartu Identitas Tinggal Sementara yang seianjutnya disingkat 

IO I 
L 

KITS adalah kartu yang diberikan kepada penduduk yang 
bertempat tinggal di luar domisili asli atau tempat tinggal 
tetapnya dengan maksud untuk mencari nafkah atau pekerjaan 
atau pendidikan dan yang bersangkutan tidak berkeinginan 
untuk menjadi penduduk Kabupaten Gowa. 

29. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah 
buku -yang- digunakan rnencatat keberadaan .dan .status, yang 
dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan 
diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa 
kependudukan bagi penduduk Warga Negara Indonesia dan 
Orang Asing Tinggal Tetap. 

30. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP 
adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap 
peristiwa penting · · dan perisqwa kependudukan yan� 
menyangkut ·jumlah · dan status anggota keluarga sesuai 
dengan nomor urut Kartu Keluarga (KK) di Kelurahan f Desa 
bagi Warga Negara Indonesia tinggal tetap dan orang asing 

. . tinggal tetap.. . · ·, · · · 

31. Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat 
BIPS adalah buku • yang . digunakan untuk · mencatat 
keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang 
dibuat untuk setiap keluarga dan diperbabarui setiap terjadi 
peristiwa penting dan peristiwa kependudukan. bagi W�ga 
Negara 'Indonesia . Tinggal . Sernentara clan Orang Asing 

. Tinggal Terbatas, .· . . 

32. Buku Harian Peristiwa · Penting dan Kependudukan yang 
selanjutnya disingkat BHPPK adalah _buku yang dipakai 
untuk mencatat kegiatan harian di Desa I Kelurahan, 
Kecamatan atau Kabupaten berkaitan dengan ·pelayanan 
terhadap pelaporan peristiwa kejadian penting dan peristiwa 
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34. 

35, 

36; 

39 .. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah 
selaku pengguna anggaran/pengguna barang, 

kartu keluarga dan perubahan alamat tempat tinggal. 

.Pencatatan .. SipiLadalah. pencatatan Peristiwa Penting yang 
dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada 
Instansi Pelaksana. 
Pencatat sipil adalah petugas instansi penyelenggaraan 
Catatan Sipil yang melaksanakan tugas pencatatan peristiwa 
penting yat).g dialami penduduk serta . diberi . wewenang 
membuat register, memberikan kutipan atau membuat catatan 
pinggir dalam akte. . . . .. .. 

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya 
disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan 
teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi 
pengelolaan informasi Administrasi Kependudukandi tingkat 
Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan. 

Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami dan 
membawa perubahan .. status pendud!il.<; serta memerlukan 
penerbitan bukti yang syah setelah dicatat oleh Pencatat Sipil 
meliputi kelahiran, kematian, perkawinan _dan perceraian, 
termasuk pengangkatan, pengakuan dim pengesahan anak 
serta _ perubahan kewarganegaraan, ganti nama dan jenis 
kelamin, dan peristiwa penting lainnya. 

Registrar adalah petugas di Kelurahan dan Desa yang ditugasi 
untuk melakukan pendaftaran penduduk dan memberikan 
surat keterangan atas peristiwa penting dan peristiwa 
kependudukan yang dialami penduduk khususnya untuk 
kelahiran, lahir mati, kematian dan pindah datang. 

.r 

44'. 

43. 

42. 

41. 

45. 

.40. 
kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk. 

33. ·· Buku Mutasi Penduduk-Sementara yang selanjutnya disingkat . 
BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat 
perubahan setiap penstrwa penting dan penstrwa 
kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota 
keluarga sesuai dengan Nomor Urut Keluarga di Desa I 
Kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara 

· dan Orang AsingTinggal Terbatas. · 

Surat Keterangan Ganti Nama yang selanjutnya disingkat 
SKGN adalah penambahan atau pengurangan atas nama 
seseorang yang telah diterbitkan akta kelahirannya. 

Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS), 
adalah surat bukti diri bagi orang asing yang berdiam 
seme�tara atau tidak men�tap dalam Kahupaten Gowa. 

Surat · Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap yang 
selanjutnya disingkat SKPPT, adalah surat bukti diri bagi 
orang asing yang tinggal menetap dalam Kabupaten Gowa, 

Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat 
SKTT, adalah surat bukti tentang tempat tinggal bagi orang 
asing yang bermaksud akan berdiam secara sementara dalam 
Kabupaten Gowa, 

. Surat Keterangan Perubahan Status. Kewarganegaraan yang 
selanjutnya disingkat SKPSK, adalah perubahan status Warga 
Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia berdasarkan 
Ketentnan Perundang-undangan yang berlaku. 

Mutasi Biodata adalah perubahan data akibat ganti nama, 
perkawinan, 'perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, 
pindah agama, ganti pekerjaan, tingkat pendidikan, pisah 

37: 
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46. Akta Catatan Sipil adalah dokumen yang diterbitkan oleh 
instansi pemerintah yang menyelenggarakan pencatatan sipil. 

47. Kutipan Akta, adalah kutipan data autentik yang dipetik 
sebagian dari Akta Catatan Sipil yang diterbitkan dan 

- disahkan oleh pejabat yangberwenang berdasarkan Peraturan 
Perundang-undangan. 

48·. Penerbitan Akta adalah penerbitan akta-akta catatan sipil. 

49. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan 
perempuan sebagai suarni istri dengan tujuan membentuk 
suatu keluarga I rumah tangga yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

50. Pengumuman . Perkawinan adalah penyampaian atau 
pemberitahuan . kepada umum alas keberatan atau tidak 

. terhadap rericana pelaksanaan pencatatan perkawinan dari 
kedua · belah· 'pihak sebagai salah satu warga yang akan 

. melakukan peru:atatan perkawinannya di daerah lain. 

SL Pelaporan Pencatatan Bukti Perkawinan adalah tanda bukti 
· yang. diterbitkan atas Iaporan perkawinan yang dilakukan 

menurut Agama Islam dan telah dicatatkan akta nikahnya 
oleh Kantor Urusan Agama Kecarnatan di Kabupaten Gowa. 

52. Perceraian adalah terputusnya ikatan perkawinan suami istri 
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

SJ. Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk 
mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga 
orang tua, · wali yang sah, atau orang Iain yang 
bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan 
membesarkan anak tersebut, kedalarn lingkungan keluarga 
orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan 
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pengadilan. 

. 54'. . Pengakuan anak.adalah pengakuan' secara h\tl<i.u:li cjaj:i_�c;C?r.@g _ .. 
ayah terhadap anaknya yang. lahir diluar ikatan perkawinan 
yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut. 

55. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang 
anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, keinudian 
diikuti dengan perkawinan yang sah oleh kedua orang tua 
anak tersebut. · · · · ... · .. · .. · . · . · · . · · · 

56; Pengumuman Pemanggilari Warga adalah penyampaian atau 
. pemberitahuan kepada yang bersangkutan . sebagai warga 
Kabupaten yang tidak diketahui lagi alamatnya · untuk 

·· kepentingan · ·Pengadilan -Negeri ·,dan: Agama sebagai syarat 
melakukan · -persidangan maupun setelah . adanya hasil 

· Keputusan Pengadilaa Negeri dan Pengadilan Agama, · 

57; Pencatatan Ganti Nama adalah . pencatil.fan' nama Warga 
Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia.' 

SK· Temp�t-·Perekamaii::·Data· Keperidiid_ukaii:·yang selanjutnya 
-disingkli.t ri>J5K a<laiah mi.ii" keija Keciunatan yang memiliki 
fasilitas untuk. memasukkan data. ke dalam komputer dan 
mengirimkan melalui jaringan komunikasi data ke Bank Data 

-di Kabupaten/K.ota dan ke Pusat Data Provinsi selanjutnya ke 
Pusat Data.Kependudukan Nasional. : · 

59: . Bank Data di Kabupaten' yang selanjutnya disingkat BDK 
adalah unit kerja di Dinas yang - memiliki fasilitas untuk 
menyimpan data kependudukan dan -dapat melakukan 
pertukaran data melalui jaringan komunikasi data dengan 
TPDK-maupun Pusat Data Provinsiselanjutnya ke Pusat Data 
Kependudukan Nasional. · · 
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60. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 
menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwaj ibkan 
untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut 
atau pemotong retribusi tertentu. 

61. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang 
merupakan batas. waktu bagi wajib retribusi untuk 
memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah 
Kabupaten yang bersangkutan. 

62. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKRD adalah Surat. Ketetapan Retribusi yang menentukan 
besamya pokok retribusi. 

63. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan 
yang selanjutnya .disingkat SKRDKB1l adalah Surat 
Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah restribusi 
yan� telah ditetapkan. 

64. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat 
STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi 
dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. 

65. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, 
mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya 
untuk menguji kepatuhan pemenuhan !kewajiban Perpajakan 
Daerah dan retribusi dan untuk . tujuan Iain dalam rangka 
melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan 
perpajakan daerah dan retribusi. 

66. Penyidik Tindak Pidana di bidang perpajakan daerah dan 
retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh 
Penyidik Negeri Sipil, · yang selanjutnya disebut Penyidik, 
untuk mencari serta mengurnpulkan bukti yang dengan bukti 
itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan 
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daerah dan retribusi yang terjadi serta rnenemukan 
tersangkanya. 

BABII 
AZASPENYELENGGARAANPENDAFTARAN 

PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL 

Pasal 2 

(I) Azas Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk meliputi : 

a. Manfaat yaitu penyelenggaraan pendaftaran penduduk 
harus memiliki manfaat baik penduduk maupun 
pemerintah. 

b. Tertib yaitu penyelenggaraan pendaftaran penduduk 
diarahkan bagi terwujudnya tertib administrasi 
kependudukan . 

c. Domisili yaitu penyelenggaraan pendaftaran penduduk 
dilaksanakan sesuai tempat domisili bersangkutan . 

d. Legalitas yaitu penyelenggaraan pendaftaran penduduk 
didasarkan pada bukti- bukti legal sesuai Ketentuan 
Perundang - undangan yang berlaku. 

(2) Azas Penyelenggaraan Pencatatan Sipil meliputi : 

a. Universal yaitu penydenggaraan pencatatan sipil selain 
harus didasarkan pada hukum positif juga harus 
memperhatikan prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah yang 
berlaku intemasional sehingga hasil proses pencatatan 
sipil dapat diakui oleh dunia intemasional. 

b. · Kepastian hukurn yaitu penyelenggaraan pencatatan sipil 
harus menjamin adanya kepastian hukum sehingga dapat 
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dipergunakao bukti otentik bagi yang bersangkutao. 

Pasal 3 

Pendaftaran penduduk dao pencatatan sipil Warga Negara 
Indonesia di Desa I Kelurahan dilaksanakan oleh Registrar. 

Pasar<i. 

Registrar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 cliangkat dengan 
Keputusan Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi 
persyaratan. 

Pasal 5 
(1) Pejabat pencatatsipil dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil dari 

· SI9'D;yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatao 
'sipil di Kabupaten. 

(2) P�jabat pencatat sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi 
persyaratan . alas usulan kepala SKPD yang mengelola 
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten. 

Pasal 6 

( l) Pejabat pencatat sip ii menerima, memverifikasi dan 
memvalidasi kebenaran data, mencatat data; menandatangani 
register dan kutipan akta serta membuat catatan pinggir pada 
akta-akta catatan sipil. 

(2) Dalam hal Pejabat pencatat sipil sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (I) berhalangan, maka Bupati dapat menunjuk Pejabat lain 
dari SKPD yang mengelola pendaftaran penduduk dan 
pencatatan sipil. 
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1 ··· ... 

··BAB ID 
REGISTRAR DAN PEJABAT PEN CA TAT SIPIL 

p'asal 7 

(!) Pada wilayah tertentu di kabupaten, Bupati dapat mengangkat 
pejaba! pencatat sipil luar biasa dari pegawai negeri 'sipil yang 

...... _!!l\l.!lll;l!).tµJi J)l;!."SY!!r-l-� !intllk membantu kelancaran. pelayanan 
. .. pencatatan sip it di daerah yang 1betkeciu<liikari dIKecamafuii: 

(2) Pejabat pencatat sipil Iuar biasa sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1,) mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat{l) ..... 

(3) Pejabat pencatat sipil luar biasa sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) melaporkan basil pencatatannya kepada Bupati. 

: .: �; .: :·: 
. ) : ( ' . ' .. ,/' .. '.. . .. : ,• · .. ·· ·' BAB IV .. , ·. · . 

RAK.DAN KEW;MIBAN 
;_., :·,.:'Pasar-8 ,.,,, .... 

(I) Setiap penduduk, penduduk: tinggal sementara dan penduduk 
musiman wajib mendaftarkan.diriatau didaftarpada Lurah I 
Desa di tempat domisilinya. . . . . : : . . . . .·. .. . .' ·. . ... 

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud .dalam ayat (1) pasal ini 
termasnk melaporkan setiap mutasi .data yiing terjadi. 

BA13V 
NOMOR INDUK KEPENDUDllKAN 

.. Pasal 9 

( i) .· Nornor Induk Kependudukan (NIK} _diberikrui. kepada · setiap 
orang sejak yang bersangkutan didaftarkan sebagai penduduk, . . . . . . 
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,· 
' 

(3) . Setiap Penduduk hanya diperbolehkan memiliki.satu Nomor 
Induk Kependudukan (NIK).. . .... · . .' .' ·, .. 

. ' . . : .. '.. .. . .. . 

. .. . . . . .. -: . ·. ··:-.: .: i: : BAB VI 
KARTUIDENTITASKEPENDUDUKAN . : .,_: '- 

(2) Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagaimana dimaksud 
dalam ayat .(! ), : berlaku · seumur hidup dam. selamanya, tidak 
berubah clan tidak mengikuti perubahan domisili. 

: .... ' 

administrasi kependudukan di tingkat Kabupaten. · 

(6) Persyaratan clan tata cara mendapatkan Kartu Keluarga 
ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

Bagian Kedua 
Kartu Tanda Pendudull'.{KTP) 

Pasal 11 

(!) Setiap Penduduk yang telah beiusia 17 (tujuh belas) tahun 
atau belum berusia 17 (tujuli belas) tahun tetapi sudah kawin 
atau pemah kawin wajib memiliki KfP. 

(2) Setiap Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP . 

(3) Kartu Tanda Penduduk . (KT!P) berlaku secara Nasional 
digunakan .sebagai tanda pengenal dalam rangka memperoleh 
pelayanan publik, . · · 

(4) Kartu Tanda Penduduk (KTP) ditandatangani oleh Pejabat 
yang ditunjuk/diberi kewenangan oleh. Bupati; yaitu kepala 
SKPD. yang membidangi pelaksanaan kegiatan administrasi 
kependudukan di tingkat Kabupaten.. . 

(5) Kartu Tanda Penduduk (K1,P) berlaku untuk masa waktu 5 
(lima) tahundan wajib diperpanjang selambat-lambatnya 14 
( em pat belas) hari sebelum berakhir masa berlakunya, 

(6) .Bagi penduduk Warga Negara Indonesia Jang· berusia 60 
( enam puluh) tahun keatas diberikan KTP yang berlaku 
seumur hidup. 

(7) Persyaratan clan tata cara mendapatkan Kartu Tanda 
Penduduk (KTP) ditetapkan dengan Peraturan Bupati 

(8) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dinyatakan tidak berlaku lagi 

,··,: ·· .. ;, .. 

, ·: : : B11giaU: Fertaimi'" n 
Kartu l(�IW�rga (KK) 

PasalHl _.: · 
(I) · .Setiap KepalaKeluarga wajib memiliki Kartu Keluarga, 

(2) Dalam Kartn Keluarga (KJK) tercatat d�ia· k;p:ila Keluarga 
· -<lan•anggota keluarga:c· .> . -, ,., .. 

(3) Setiap terjadi p�iubafuui da� ke�ai�- kel�ga·��� atau 
anggota keluarga wajib melapor danmengganti dengan Kartu 
Keluarga (KK)yamg bani. · · · . . . . ... _. . .· . ·. . •.: . ·. � : : . - . . . : : . . � ·: .. ·:. . .. � 

( 4) Kartu Keluarga (KK) di1;,erik'.1fl kepada penduduk Kabupaten. 

(?} Kartu Keluarga . ditandatangani . oleh Pejabar yang 
. diiunjuk/diberi kewenangan oleh Bupati yakni ; Kepala Dinas 

I Unit Kerja yang merupakan unit kerja pelaksana kegiatan 

(4) -Nomor.Induk Kependudukan (NIK) digunakan sebagaiacuan. 
penyelenggaraan -pendaftaran penduduk clan pencatatan sipil 

. . d3,11 tercantum. pada .. Kartu , Keluarga (KK), Kartu Tanda 
.. Penduduk (Jf TP) dan.Kutipan Akta 9it,l!tan Sipµ ... , .. ... 

(5) Nomor Induk Kependudukan (NIK) terdiri dari ·16 digit dan 
.. _; .. dile�an pada posisi mendatar. . .;, ,., , .. ··: :·.- :. 
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apabila yang bersangkutan mengalami perubahan ternpat 
tinggal. 

Pasal 12 

(]) KTP Warga Negara Asing diperoleh apabila yang 
bersangkutan .telah mendapatkan Kartu Izin Tingga] Tetap 
(KIT AP) yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang. 

(2) Masa berlaku KIP Warga Negara Asing sesuai dengan Kartu 
Izin TinggalTetap yang dimiliki. 

Bagian .Ketiga 
Kartu Pengganti Tanda Identitas (KAPTI) 

· Pasal 13 

(]) Setiap penduduk yang berusia 12 (dua belas) tahuri keatas 
sampai dengan 16 (enam belas) tahun'dan belum kawin wajib 
memiliki Kartu PenggantiTanda Identitas. 

(2) . Kartu Pengganti Tanda jd1cmtitas dimaksud dalam: ayat (1) 
dikeluarkari dan ditandatangani oleh Kepala SKPD yang 
menangani kegiatan administrasi kependudukan di tingkat 
Kabupaten. 

Bagian Keempat 
Kartu ldentitas Tinggal Sementara (KITS) 

Pasal 14 

(]) Setiap penduduk WNI yang bennaksud tinggal sementara 
diluar domisili tetap wajib mendapatkan KITS. 

(2) Kartu ldentitas Tinggal Sernentara diurus selambat-lambatnya 
14 (empat belas) hari sejak kedatangannya, 
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(3) Masa berlaku Kartu Identitas' Tinggal Sementara lamanya I 
(satu) tahun yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala 
SKPD yang rnenangani kegiatan 'administrasi kependudukan 
di tingkat Kabupaten .. · · ... 

BAB VII 
PELAPORAN 

' · .. 
_ Bagian Pcrtama . 
Kelahiran dan LahkMati 

' ' · Pasal is , 
{i) , Sctiap kelahiran dilaporkan kepada 'Lurah I Kepala Desa 

-: . ·' setempat ·i:lalain 'jangkawakta -selambat-lambatnya 30 (tiga 
puluh) hari sejak tanggal kelahiran dan diterbitkan Surat 

.. , , Keterangan Kelahiran .. _Y.il;llg ditandatangani . oleh Lurah I 
. KepalaDesa.i , .... ·. · . . 

(2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) 
pasal ini dicatatkan dalam iBuku Induk Penduduk ,dan Buku 
Mutasi Pendudnk." s .•• ·.,···'' ·., "; · '·:' • • 

--·- .: .,.· · .. , ; ��-.: .· -.: 
. Pasal16 -, . . .... '·· - 

(l) Setiap Kelahiran · Bayi: -yang: · meninggal ·· dalam · kandungan 
yang berumur 7 (tujuh) .bulan.kandungan, wajib dilaporkan 
kepada Lurah I Kepala Desa dalam jangka waktu selambat- 

. lambatnya 14 ( empat · belas) hari sejak kelahiran dan 
diterbitkan 'Surat Keterangan-Lahir Mati, . 

(2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) 
pasal ini dicatatkaa dalam Btiku Induk Pendudnk: · · . . · 

(3) Prosedur dan tat; cara pei�poran , di�aksud . dalam ayat (I) 
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pasal ini ditetapkandengau Peraturan Bupati. 

Bagian Kedua 
Kematian 

Pasal 17 

(I) Setiap kematian wajib . dilaporkan oleh Keluarga atau 
kuasanya kepada Lurah/Kepala Desa setempat dalam jangka 
waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal 
kematian dan diterbitkan Surat Keterangan Kematian yang 
ditandatangani oleh Lurah/Kepala Desa. 

:2) , Pelaporan . kematian sebagaimana, dimaksud . dalam · ayat (l) 
. pasal ini dicatatkan.dalam Buk11 IndukPendudukdan Buku 
· Mutasi Peaduduk, . 

3) Prosedur dan tata cara pelaporan dimaksud dalam ayat (l) 
pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.' 

. .. . . . . .: . : aAB VIII . · . 
Pendaftaran Perpindahan Fenduduk 
Dalam Wilayah Republik Indonesia 

Bagiari Pertama 
· : . .Pendaftaran Pindah Datang Penduduk. WNI 

:.Passi _lR '· 
I) S�tiap perpindahan penduduk. .dalam daerah wajib 

mendaftarkan diri dan didaftarkan . kepada Pejabat yang 
berwenang, · . 

2) : . P�rpi�d!tllan. p�nduduk sebagai��. disebutkan dalam ayat 
(!) pasal ini dicatat dalarn Buku Indttlc Penduduk dan Buku 

· · Mutasi Penduduk, · 
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(3) Perpindahan penduduk WNI ditetapkan sebagai berikut : 

a. Klasifikasi 1 alamat dalam satu kelurahan wajib melapor 
pada Lurah/Kepala Desa setempat untuk mendapatkan 
dokumen kependudukan yang baru; 

b. Klasifikasi 2 antar kelurahan dalam satu kecamatan di 
tandatangani oleh Camat yang bersangkutan; 
" .. . . . . . .. -. ·- . '"' - . 

c. Klasifikasi 3 antar kecarnatan dalam satu Kabupaten; - . . . . . - 

d. Klasifikasi 4 antar Kabupaten dalam satu Provinsi dan 
ditandatangani oleh Kepala SKPD yang membidangi 
kegiatan administrasi kependudukan di tingkat 
Kabupaten . 

e. Klasifikasi 4 Perpindahan antar Provinsi dalam wilayah 
Republik Indoriesia dan ditandatangani oleh Pejabat yang 
berwenang. 

(4) Pendaftaran Pindah Datang penduduk sebagaimana dirnaksud 
. . , dalam . Ayat. (3). dilakukan dengan .. penerbitan Surat 

Keterangan Pindah Datang. 

(5) Pelaksanaan pendaflaran penduduk sebagaimana dimaksud 
dalarn Ayat (3) di . daerah tujuan pindah dilakukan 
berdasarkan laporan. penduduk paling lama 30 (tiga puluh) 
hari kerja terhitung sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah 
Datang di daerah asal. 

(6) Surat Keterangan Pindah Datang digunakan sebagai dasar: 

a. Penerbitan KK di daerah asal atau di daerah tujuan; 

b. Penerbitan Perubahan · alarnat dalarn KTP di daerah 
tujuan. 

(7) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud dalam Ayat (6) huruf 
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a dilakukan sesuai dengan jenis kepindahan meliputi : 

a. Kepala Keluarga ; 

b. Kepala Keluarga dan seluruh anggota keluarga; 

c. Kepala Keluarga dan sebagian anggota keluarga ; atau 
d. Anggota keluarga. 

Bagian Kedua 
Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Orang Asing 

Dalam Wilayah Republik Indonesia 

Pasal 19 
Pemerintah kabupaten melakukan pendafiaran pindah datang 
penduduk orang · asing dalarn wilayah Indonesia dengan 
klasifikasi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 18 Ayat (3). 
Pendaftaran Pindah Datang Penduduk sebagaimana dimaksud 
dalam Ayat �I) dilakukan dengan penerbitan.surat Keterangan 
Pindah Datang oleh SKPD yang mengelola pendaftaran 
penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten. 

Sah pindah datangnya penduduk setelah ditandatanganinya 
Surat Keterangan Pindah Datang sesuai klasifikasi. 
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dilakukan berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga 
puluh) ·hari ·kerja terhitung sejak ditandarangani Surat 
Keterangan Pindah datang di daerah asa!. 

Pasal 21 
(I) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang untuk klasifikasi 

I sampai dengan klasifikasi 3;·dilakukan oleh unit kerja yang 
rnengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di 
kabupaten di daerah asal. · 

(2) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang untuk klasifikasi 
4 dan klasifikasi 5 dilakukan di daerah asal, setelah 
ditandatangani di daerah asal diberikan kepada penduduk 
untuk diteruskan di daerah tujuan guna' mendapatkan 
pengesahan dari unit · kerja yang mengelola pendaftaran 
penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten. 

(3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai dasar: 

a. Penerbitan KK bagi Orang Asing Tinggal Tetap di daerah 
asal atau di daerah tujuan dan penerbitan perubahan 
alamat KTP bagi Orang Asing Tingal Tetap di daerah 
tujuan; atau . 

b. Perubahan alamat Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi 
Orang Asing Tinggal Terbatas di daerah tujuan. 

( 4) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a 
dilakukan sesuai dengan jenis kepindahan. 
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Pasal 20 

) Pendaftaran Pindah Datang Penduduk sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 19 dilakukan oleh SKPD yang mengelola 
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten 
daerah asal dan daerah tujuan sesuai dengan klasifikasi. 

) Pelaksanaan pendaftaran pindah datang penduduk 
sebagaimana dimaksud dalam Ayat I (satu) di daerah tujuan 



Bagian Ketiga 
Pendaftaran Penduduk WNI Tinggal Sementara 

. . . . 
Pasal 22 

(!) Pemerintah kabupaten melakukan pendaftaran Warga Negara 
Indonesia yang bermaksud tinggal sementara di luar domisili 
a tau tern pat tinggal tetap. . .. 

(2) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (!) 
dilakukan selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut 
sampai dengan I (satu) tahun. 

(3) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
tidak tennasuk Warga Negara Indonesia yang melakukan 
tugas atau Sekolah Kedinasan. 

Pasal 23- 
Kepala Desa atau Lurah melakukan pendaftaran WNI Tinggal 
Sementara di daerah asal dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah 
Sementara yang disahkan oleh Camat. 

Pasal 24 

(!) Pendaftaran WNI Tinggal Sementara di · daerah tujuan 
dilakukan oleh Kepala Desa I Lurah berdasarkan laporan 

· penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak 
diterbitkan Surat Keterangan Pindah Sementara dari daerah 
asaJ. · 

(2) · Pendaftaran WNI Tinggal Sementara scbagairnana dimaksud 
dalam ayat (I) dilakukan dengan menerbitkan Kartu Identitas 
TinggaJ Sementara berdasarkan perrnohonan tinggal 
sementara 
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(3) Kartu -Identitas Tinggal · Sementara sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) berlaku selama -1 · (satu) tahun dan dapal 

· · ··· diperpanjang. 

··BAB IX 
Pendaftaran Perpindahan Penduduk An tar Negara 

. Bagian Pertama ". 
Pendaftaran Perpindahan Penduduk WNI ke Luar Negeri 

Pasal 25 

(1) · Pemerintah kabupaten melakukan pendaftaran perpindahan 
.. penduduk WargaNegara Indonesia ke luar negeri, .. 

(2) Perpindahaii penduduk ke hiar negeri sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (!) dengan tujuan untuk menetap selama (! (satu) 
tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun.. 

Pasal 26 . . 
Pendaftaran perpindahan penduduk sebagairnana dimaksud dalam 
Pasal 25 ayat .(2) dilakukan oleh Kepala Desa atau Lurah dengan 
menerbitkan, Surat- Pengantar Pindah ke Luar Negeri clan disahkan 
oleh Camat setempat. . · ... 

Pasal 27· 

(1) Surat Pengantar Pindah __ ke Lull! Negeri sebagaimana dimaksud 
dalam, Pasal 26 diberikari oleh kepala Desa atau Lurah kepada 
peridudtik'untiik diteruskan kepada unit kerja yang mengelola 
pendaftaran penduduk dart· pencatatan sipil di kabupaten 
sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah .ke Luar 
Negeri. 

(2) Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaircana 
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dimaksud dalarn ayat (1) digunakan sebagai salah satu syarat 
dalam pengwusan paspor. . . 

Bagian Kedua 
Pendafta11an Kedatangan WNI dari Luar Negeri 

Pasal 28 -· ··�- ... ·---.. - 
(I) Pernerintah kabupaten . -��i�an · pendaftara;:{ keda�g�· 

Warga,Negara Indonesia dari !Luar Negeri. . 

(2) P�ndaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia sebagaimana 
. dunaksud dalam ayat (I) dilakuk:an oleh . unit kerja yang 

mengelola pendaftaran penduduk: dan pencatatan sipil di 
kabupaten �ngan menerbitkan Surat Keierangan Datang dari 
LuarNegen. 

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana diinaksud daJam ayat (2) 
Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan Sura� 
Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan 
KKdanKTP. 

(4) Penda� k.edatangan Warga Negara Indonesia dilakukan 
oleh urut kerja yang mengelola pendaftaran penduduk: aan'. 
pe�catatan sipil di kabupaten berdasarkan Iaporan penduduk 
paling lama 14 ( empat belas) hari kerja terhitung sejak 
kedatangan di daerah tujuan. 

Bagian Ketiga · 
Pendaftaran Kedatangan Orang Asmg dari·Luar Negeri 

Pasal 29 

(I) Orang Asing yang baru datang dari luar negeri yang telah 
mendapat izin tinggal terbatas. 
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(2) Orang Asing yang telah berada . di · Indonesia dan telah 
mengubah status menjadi .izin tinggal. · 

.Pasa130 

'(I) Pendaftaran kedatangan orang Asing dilakukan oleh unit kerja 
yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di 
kabupaten berdasarkan · · laporan penduduk paling lama I 4 
(empat belas) hai:i kerja sejak diterbitkan izin tinggal terbatas. 

(2) Pendaftaran kedatangan Orang Asing sebagaiinana dimaksud 
dalam ayat (1)1dilakukan dengan inenerbitkan Surat Keterangan 
Ternpat Tinggal. 

(3) Surat. Keterangan ·Teinpat Tinggal sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2)1diberikan kepada Orang Asing Tinggal Terbatas, 
berlaku sampai habis masa berlaku izin tingal terbatas. 

.. , . : .. : Bagian . Keempat 
Pendaftaran Penduduk Orang Asing. Tinggal Terbatas 

. Yang Mengubah Status menjadi Tinggal Tetap 

Pasal31 
Pemerintah kabupaten .melakukan pendaftaran penduduk . orang 
Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status penduduk menjadi 
Tinggal tetap. . . 

Pa�al 32 ... 

(!) Pendaftaran-penduduk-Orang -Asing Tinggal terbatas yang 
mengubah status menjadi penduduk orang asing tinggal tetap 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakuk:an oleh unit 
kerja yang mengelola 'pendaftaran penduduk dan pencatatan 
sipil di kabupaten paling Jama 14 (empat belas) hari kerja sejak 
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diterbitkan Izin Tinggal Tetap. 
(2) Pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal terbatas yang 

- mengubah status menjadi penduduk orang asing tinggal tetap 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) digunakan sebagai dasar 
penerbitan KK dan K'ITP. 

. Bagian Kelima . 
Pendaftaran Kepindahan Penduduk Orang Asing 

ke Luar Negeri · 
.J-.I 
Pasal33 

Pemerintah kabupaten melakµkan pendaftaran penduduk orang 
asing tipggat terbatas atau orang asing tinggal tetap yang akan 
pindah ke luar negeri. 

. .. . . . 
Pasal34 

(I) Pendaftaran kepindahan penduduk Orang Asing ke Luar Negeri 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 -dilakukan oleh unit 
kerja . yang· mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan 
sipil di kabupaten. . .c 

(2) Pendaftaran pindah ke Luar Negeri. sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dilakukan oleh penduduk orang asing di unit 
kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan 
sipil di kabupaten. · · 

Bagian Kelima 
Pendaftaran PendudukRentan Administrasi Kependudukan 

Pasal35 
(1) Pemerintah kabupaten melakukan pendataan penduduk rentan 

Adminduk. 
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(2) Penduduk rentan Adminduk.sebagaimana dimaksudi dalam 'ayat 
(1) terdiri atas : 
a. penduduk korban bencana alam; 
b. pcndudukkorban bencana sosial; 
c. orang terlantar; dan. , _ .. _ _ ... _ 
d. komunitas terpencil. .: · : : _:; e , 

• 
.., • 

-PasaI 36 
(1) Pendataan pengungsi. clan ' penduduk - fkoi-lian . -bencana 

sebagairnana .dimaksud dalam pasal JS'•ayat ·{2) · huruf a dan b 
.. .dilakukanpada.saat terjadinya_�n� alam maupun bencana 

. akibat kerusuban sosiai. . ... ;-,. - .. < s-. !. . . . . . . . ' .. . . . . . ' " •'{ . . . '. . . . . . . . . .. 
(2) Pendataan·orang''terlailta'r1•dan·-komiliiitas 'terpericil-dilekukan 

__ secara .PflJ.PP.iJc .dengan lll,e.Il!�!l�ajc 9JD pendataan . 

. . . . -- . . . . ���\}1 ::,,_,,,,,: ·. •: ., 
Jenis-jenis pelayanan kependudukan meliputi: .-·,_: ;-, ... :, 
(a) Kartu Tanda Penduduk (KTP); 
(b) �;ii:1�;-(kK); . -_ ..' _.,. 
(c) Kartu Pengganti Tanda Identitas (KAPTI); - 

( d) Kartu Identitas Tinggal Sementara (KITS); . : ·� �... . 

( e) Surat Keterangan Pindah' antar Proviasi; _. . ·. . . -:· ' . . . . . . .-· .. '' ,, .... ·· . 

(f) SuratKeterangan Pindah antar KotaJKabupaten dalam Provinsi; 
(g) Surat Keterangan Pinaah Daliiiri Wilayah' Kabupateri{,ow�- 

(h) SuratKeterangim Periduduk Sementiu-� /WN'A · 
(i) Suni.t'Kete;angan Pendaftaran PeridudukTetap I WNA 
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G} Surat Keterangan Tempat Tinggal I WNA 

BABX 
PELA YANAN ·CATATAN-SIPIL 

Bagian Pertania' 
Hak dan Kewajlban · 

PasaL38 
�ii) .Setiap. orang berhak memperoleh pelayanan Catatan Sipil dari 

.Pemerintah Kabupaten ... _._ ·• , .. ,, .. .. . . . . . . . . - •, .. . . , ... 
(2) Se:i.ap p_eristiwa penting yang berkaitan dengan 'pencatatan sipil 

wajib dilaporkan dan didaftarkan pada Dinas Kepeii.ciudtikan 
danCatatan Sipil unt:ukdicatatkandal;µn,buk1,1,� ·: .·· · . .. .• .. .. . .... 

(3) Pencatatan: sipil dilaksanakan ·" :.: berdasarkan" status 
kewarganegaraan. 

(4) Pencatatan sebagaimana dimaksiid dalam ayat (I) pasal ini 
diterbitkan kutiparr akta.: • ·. ··· •. · :- ·' ... · ·• •. 

(5) Prosedur clan persyaratan pel�y�� ;� �ip.Hseb�;aimana 

disebut dalarn ayat (1 ), (2) dan (3)" pasal' ini · diatur dengan 
Peraturan Bupati. . 

· Pasal 39 · ·· ·. · · • 
Jenis - jenis pelayanan Catatan Sipil yang dimaksud dalam pasal 38 
ayat ( 1) uneliputi : , . , . · · . . . ·. · . . . . . . . 
a. Pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Perkawinan ·. . 

. . . . . . . . . . . . : . : . : · .. � : . 

b. Pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Perceraian · . . •, . - : . . . . . . . . ! 
c. Pencataran dan penerbitan kutipan _ Akta Pengakuan dan 

pengesahan anak ; 
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d. Pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Kematian; 

e. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan; 

f Pencatatan Ganti Nama; 

g. Penerbitan Kutipan II. 

BagianKedua . 
Pencatatan Akta Kelahiran 

Pasal 40 

(I) Pencatatan kelahiran · bagi · -WNI · dan WNA menurut waktu 
pelaporannya tidak melewati 60 hari sejak tanggal 
kelahirannya dikategorikan pencatatan yang sifatnya umum. 

(2) Pen�ata� . k�lahir� . bagi WNI yang dilakukan rnelebihi 
batas waktu.sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1) pasal ini, 
dikategorikan pencatatan yang sifatnya Istimewa clan 

. dilaksanakan setelah . terlebih . dahulu mendapatkan 
persetujuan pencatatan kelahiran dari Kepala Dinas 
Kependudukan dan Catalan Sipil atas narna Bupati. 

(3) Pencatatan · kelahiran bagi WNA yang dilakukan melebihi 
bataswaktu sebagaimana dimaksud dalamayat (1) pasal ini, 

. dikategorikan .. pencatatan .sifatnya . Istimewa dilaksanakan 
setelah terlebih dahulu mendapatkan penetapan Pengadilan 
Negeri. 

( 4) . Pencatatan kelahiran untuk tahun 1985 kebawah 
dikategorikan pencatatan yang sifatnya dispensasi sesuai 
dengan Peraturan_ Perundang-undangan yang berlaku. 
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Bagian Ketiga 
... PencatatanAkta K����-l':n _ 

l'asal 41 

(1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarga atau 
kuasanya untuk mendapatkan Akta Kematian. 

(2) Kutipan akta kematian diberikan berdasarkan bukti otentik 
dari yang berwenang. 

Bagian Keempat 
Pencatatan Akta Perkawinan 

Pasal 42 

(1) Perkawinan yang syah apabila dilakukan menurut agama dan 
kepercayaan masing - masing sesuai dengan ketentuan 

· Peraturan Perundang - undangan yang berlaku. 

(2) Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (l)·pasall ini 
wajib dicatatkan. · 

(3) Pencatatan perkawinan bagi yang berbeda agarna dapat 
dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri. 

( 4) Pencatatan Perkawinan antar WNA dapat dilakukan oleh Unit 
kerja yang mengelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan 
Sip ii! sesuai pedoman yang berlaku. 

·' . (5) Pencatatan perkawinan dilaksanakan setelah diumumkan 
selambat-lambatnya IO (sepuluh) hari sejak tanggal 
pengumuman. 

(6) Pencatatan perkawinan dapat ditangguhkan atau dibatalkan 
apabila ada pihak-pihak yang berkeberatan atas pelaksanaan 
perkawinan 
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(7) Presedur dan persyaratan diatur da:lam Peraturan Bupati. 

. B�gi;� Kellina . 
. r�ii�titan-'AR:ta Perceraian 

Pasal 43 :· : 

t I),.·· �etian. ne��raian yang ,. te)ah . m�n�patkan __ ,pen�taP.an .... 
... - . . �-- .... Peng�dil�-Negeri' yang telah mempunyai kekuafaa hukum · 

tetap wajib:dicatatkan -. - . : .. · .. · :-- : ·' .. , ' ·. · · 
(2) Pencatatan ·perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) 

pasal ini wajib dilapotkim.selambllt - lambatnya 30 (tiga 
puluh)harikerja/ ·,. '.,.- ·, · ·:. ,,.,,.,,.. · 

Bagian' !l(��m 
· .: ,:,_ .: '<Pencatatan Pengesahancdan'Peilgakulii1An_ak·· 

Pasal 44· .. · .. · ,. ··: .. ·.,.-·, _., · .·.· ·.· 

(!) Setiap pengesahan'.i·analcAlilaklikan setelah pencatatan 
perkawinan•orang1ui!RYli: -",.,.::·.,.·,:-··-', 

(2) Berdasarkan pencatatan pbi:lc�wioan oran�ya dilakukan 
:, ,.. pencatatan. pinggir pada kutipan akta kelahiran aoak .yang 

bersangkutan. · · · · · · 

(3') Pengakuan anak yang bersangkutan dilakukan setelah 
pencatatan peogesahan anak; ' ': . . . . , , . . , . 

(4,). : __ ,S".ti '· .. · :h:_.·�1�::.,, Mak."clit�bi.tlrn'�'r<:htip�'AfctiL c : ' .• 
e appe g�".f."',.,_. v. >. :-.; -: .• ;·, .. : . .c.,, 

Bagian •Ketujuh 
Pencatatan Pengangkat_an Anak .. 

' ; ... ·.· - . . .: . . ..... ·· .. ,· . . . 
Pasal45 ' 

( 1) Setiap pennohonan pencatatan pengangkatan anak, terlebih 
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dahulu mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri, 
· t2) · Pencatatan akta untiJk; · pengangkatan anak · dilaksanakan 

setelah mendap�tlra1f P¥neiapati :f>eh.gadilan Negeri. 

(3) Pengangkatan anak y�g te)ah ';;;��d�patkan 
penetapan 

Pengadilan Negeri dicatat oleh unit kerja yang mengelola 
"·;. pendaftaran ·: -Penduduk dan • pencatatan. .sipil berdasarkan 

:l�po:311 pendud_uk paling lama JO (tiga puluh) hari kerja sejak 
ditenmanya sahnan penetapan Pengadilan Negeri. 

Bagtan Kedelapan 
Pencatatan Akta Ganti Nama: , · 

Pasal 46 
Pencatatan .ganti ,,mm,ia'.'.�(;�· :�A ,ham.!S: . mendapatkan 
penetapan Pengadilan Negeri, . . .. 

- : :. ·. ,: . ·� 
· •.:,: - ,,·,·: · Bilgiail.'l(esembilan<. 

Pencatatan Kutipan. ... ,. ';" e , , , ,,, 
•• 

- 

, _- J:'asal.4�.. _ , .. ' · ... 
Setiap akta. yang hilang, rusak, musnab wajib diiaporkan .untuk 
mendapatkan Kutipan Akta yang lbaru. . · . . . . 

BAB XI .· ,. '· · .,· -.' 
PENDAFTARAN: DAN PENCATATAN AKTA YANG 

. . TERJADlDi LU.AR NEGERI '.. . 
.:,: Pasal.48. _:: 

Setiap kelahiran, perkawiriari, perceraian, kemafian yang terjadi di 
luar negeri bagi ,penduduk :· Kabupaten wajib didaftarkan pada 
Dinas. 
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BAB XII 
PENCATATAN KELAHIRAN TERLAMBAT 

.. 
Pasal 49 

Setiap pencatatan kelahiran WNI yang pelaporannya melebihi 60 
hari kerj a sejak tanggal kelahirannya diterbitkan Surat Keterangan 
Persetujuan Pencatatan Kelahiran Terlambat, · - 

BABXI1I 
. SISTEM INFORMASliADMJNISTRASI KEPENDUDUKAN 

Bagian Kesatu - 
. Tujuan·SIAK 

.. Pasal 50 . 

Pengelolaan SIAK bertujuan: 
a. meningkatkan kualitas. pelayanan Pendaftaran Penduduk dan 
. ... Pencatatan Sipil; -- - - - - .· . . - · . - .· - . 
b. menyediakan data dan informasi skala nasional dan .. daerah 

mengenai basil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang 
akurat, lengkap, mulakhir dan mudah diakses; 

c. mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem 
pengenal tunggal, dengan ·tetap menjamin kerahasiaan. · : 

Bagian Kedua 
UnsurSIAK 

:Pasal 51 
srAK merupakan satu k���tuan kegiatan terdiri dari unsu( 
a. Database; , · · - 
b. Perangkat teknologi informasi dan komunikasi; 
c. Sumber daya manusia; 
d. perriegang hak akses; 
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e. Lokasi database; 
f. Pengelolaan database; 
g. Perneliharaan database; 
h. Pengamanan database; 
1. Pengawasan database;.dan 
j. Data cadangan (back-up data/disaster recovery centre), 

Pasal 52 
(1) Database Kependudukan .sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

51 huruf a merupakan kumpulan berbagai jenis data 
ke�rndudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang 
salmg berhubungan satu sama lain dengan menggunakan 
perangkat lunak, perangkat keras danjaringan komunikasi data. 

(2) Database sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di 
Kabupaten pada penyelenggara Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil. 

Pasal 53 
(!) Perangkat teknologi .informasi dan komunikasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal -51 huruf b diperlukan untuk 
mengakornodasi penyelenggaraan Adininistrasi Kependudukan 
dilakukan secara tersambung (online), semi elektronik (offline) 
atau manual. 

(2) Penyelenggaraan Adrninistrasi Kependudukan secara semi 
elektronik (offline) atau manual hanya dapat dilakukan oleh 
Instansi Pelaksana bagi wilayah yang belum memiliki fasilitas 
komunikasi data. 

Pasal 54 

(!) Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 51 
· huruf c adalah pranata komputer. 

(2) Dalam ha! pranata komputer sebagaimana dirnaksud dalam ayat 
(I) belum tersedia, dapat rnenggunakan sumber daya manusia 
yang rnempunyai kemarnpuan di bidang komputer. 

Pasal 55 

Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf 
d adalah petugas yang diberi kewenangan untuk membuka data 
base 

Pasal 56 

Lokasi database sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 51 huruf e 
·berada di-Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

Pasal 57 

Pengelolaan database sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 51 huruf 
f meliputi kegiatan: 
a. Perekaman data pendaftaran penduduk dan pencata:tan sipil ke 

dalam database kependudukan; 
b. Pengolahan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 

sebagaimana dimaksud pada huruf a; 
c .. Penyajian data sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai 

informasi data kependudukan; .. 
d. Pendistribusian data sebagaimana dimaksud pada buruf c unruk 

kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan 
pembangunan. 
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Pasal 58 

· ·· ·· - (I) Pemeliharaan; ···pengamanan -dan pengawasan--- database .. 
kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 I huruf g, 
hurufh, dan hurufi dilakukan oleh Pernerintah Kabupaten. 

(2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (!) meliputi data dalam database, 
perangkat keras, perangkat !unak, jaringan komunikasi, ·data 
center dan data cadangan (back-up data/disaster recovery 
centre). 

Bagian ketiga 
Pembiayaan 

PasaJ 59 

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan 
SIAK dibebankanpada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten. 

Pasal 60 

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 digunakan 
untuk membiayai penyelenggaraan SIAK sesuai dengan wewenang 
dan tanggungjawabnya. 

BABXIV 
PENGELOLAANDATAJINFORMASIKEPENDUDUKAN 

DAN CAT AT AN SIFIL 
Pasal 61 

(I) Data, dan informasi kependudukan dan catatan sipil yang 
diperoleh dari basil penye!enggaraan pendaftaran penduduk 
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dan catatan ' sipil dikelola .· · dan disimpan di Dinas 
Kependudukan dan Catatan SipirKabupaten; · · 

(2) Data kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud 
dalam. ayat (1) merupakan dokumen negara yang harus 
dipelihara, dijamin keamanan dan keraha_siaannya; 

(3) Data kependudukan-dan catatan sipil karena kerahasiaannya 
· hanya dapat -dililforrilasikan untnk kepentingan penyidikan, 
pemerintah, dan swasta setelah mendapat .izin dari. Bupati. 

BAB:XV 
PELAPORAN DATA KEPENDUDUKAN DAN 

. , ... :-.: _., �A_J:4'.f�;S�:Q,, - · : :::. . 
• ·• .:. -e- '· ····Pasa162 ·' :,·· .-·· . .-·., .,. · ·· 

(1) Lurah/Kepala Desa wajib melaporkan data hasil pendaftaran 
penduduk dan pencatatan sipil di wilayahnyii k<:IJac!a �amat 1 
csatu"Y .kali seti� biilan. _seiambaH�batn)'..i S3.1J1pai tangga1 10 
(sepuluh) bulan b¢nl<irtpya_.. .. · 

(2) Camat wajib melaporkan data hasil pendaftaran -pendud11k 
dan pencatatan sipil di wilayahnya. kepada _ Bupati melal� 

. Dinas _ 1 · (satu) kali setiap bulan sel!l!Ilbat-!amhatnya sampai 
· · dengan tanggal 10 (sepuluh) ?ulan_ berikutnya, 

(3) Bupati wajib -�elaporkan data hasil pendaftaran penduduk 
dan pencatatan sipil di wilayahnya kepada Gubernur Sulawesi 
Selatan. · · · · · 
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BAB XVI 
PEN)':-!,JL_l,IIL\NJ)AN ,l.'E.�AYANAN LANGSUNG 

Pasal 63 

(1) Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan hak dan 
kewajiban di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan 
sipil dilakukan sosialisasi melalui penyuluhan, 

(2) · · Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) pasal ini dilakukan secara rutin . baik langsung 
maupun tidak langsung. 

BAB XVII 

PENCABUTANDANPEMBATALANDOKUMEN 
KEPENDUDUKAN DAN CATATANSIPIL 

Pasal64 

.(1) .. Dinas Kependudukan dan Catalan Sipil dapat membatalkan 
dart mencabut dokumen kependudukan ·:apabi.fa yang 
bersangkutan tidak bertempat tinggal Jagi di alamat lama 
tanpa ada.laporan kepindahan ... 

{2) · 'Dinas · Kependudukan 'danCatatan 'Sipil dapat riiembatalkan 
. .. dan mencabut dokumen catatan sipil apabila diperoleh tidak 

melalui prosedur dan persyaratarn yang telah ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati. 

(3) Pembatalan dan pencabutan dokumen sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan (2) pasal ini diumumkan melalui papan 
pengumuman Dinas. 
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BABXVIII 
PENG A WASAN DAN PENERTIBAN 

Pasal 65 

(I) Pej a bat yang berwenang dan Instansi yang terkait melakukan 
pengawasan dan penertiban atas pelaksanaan Peramran 
Daerah ini. · 

(2) Pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pads ayat 
(1) pasal ini dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun atau 
sewaktu-waktu apabila diperlukan. 

BABXIX 
KEWAJIBAN MEM.?A WA BUKTI DIRI 

... Pasal 66 

(]) Setiap pendudukwajib membawa bukti diri kependudukan. 
(2) Dikecualikan membawa bukti diri sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) pasal ini . adalah perwakilan negara asing, 
· anggota organisasi Internasional: dan keluarganya, 

BAB XX 
BLANGKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN 

Bagian Kesatu 
Pengadaan 

Pasal 67 

(l) Pengad��- Blangk� dila'ic�kan oleh Pemerintah Kabupaten 
dengan · memilih perusaahan percetakan yang mempunyai 
kualifikasi izin pencetakan dokumen sekuriti sesuai dengan 
Peraturan Perundang-undangan. 

(2) Pemerintah Kabupaten yang membutuhkan blangko dokumen 



penduduk harus rnendapatkan nomor registrasi blangko dari 
Departemen Dalam Negeri, sebelum melakukan pengadaan. 

... -·· ·-···· -- ·-·-·· -· 

Bagian Kedua 
Pengisian Data 

Pasal 68 
Pengisian ·;1�ni��. data blangko __ ,i<:I( K:rP: -S�at Kete;angan 
Tinggal Sementara dan Surat Keterangan Tempat Tinggal dan 
register Akta serta kutipan akta Catatan sipil dilakukan dengan 
sistem manual atau rnenggnnakan perangkat lunak Sistem 
Informasi Administrasi Kependudukan. 

BABXXI 
RETRIBUSIPELAYANANPENDAFfARANPENDUDUK 

DAN PENCATATAN SIPIL 

Pasal69 
Pelayanan. pendaftaran .p�ndudttl<. dan -P�- .sipil dikenakan 
retribusi. · · · · · · .. · · · 

BAB:XXII 
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI . . 

Pasal 70 . . .. 

(!) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya.Cetak Dokumen 
Kependudukan dan Alcta Catatan Sipil dipungut retribusi. 

(2) Obyek Retribusi meliputi pelayanan yang diberikan oleh 
Pemerintah Daerah atas·pemberian Dokumen Kependudukan 
dan penerbitan Akta Catatan Sipil. 

(3) Subyek Retribusi adalah Oi:ang Pribadi yang menggunakan 
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dan menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayer 
(2) pasal ini . 

BABXXIII 
GOLONGAN RETRIBUSI 

Pasal 71 

Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda .penduduk ciao akie 
catatan sipil termasuk golongan retribusi jasa umum 

BABXXIV 
BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

Pasal 72 

Besamya tarif retribusi penggantian biaya _ce� pelayanan 
kependudukan dan catatan sipil ditetapkan sebagai benkut : 
I. Pendaftaran Penduduk 

a. Kartu Tanda Penduduk : 

l)WNI Rp. 23.000,- 

2)WNA Rp. 50.000,- 

b. Kartu Keluarga Rp. 5.000,- 

c. Kartu Pengganti Tanda Identitas Rp. 10.000,- 

d. Kartu ldentitas Tinggal Sementara Rp. 10.000,- 

e. Surat Keterangan Pindah antar Provinsi Rp. 25.000,- 

f. Surat Keterangan Pindah antar Rp. 25.000,- 
Kota/Kabupaten dalam Provinsi. 

h. Surat Keterangan Pindah Dalam · Rp. 10.000,- 
Wilayah Kabupaten 

.- _, 



Bila terlambat melapor dalam jangka waktu 3 (tiga) bu/an 
dikenakanbiaya tambahan Sebesar 50% (lima puluh persen) 

c. Akta Kematian (AKM) : 

k. Akt;P��gesahan Anak .. � •• :· 

)). WNI • . .-··. Rp, 50.QOO,- 

i. Akta Pengangkatan A!i.¥ . · - - ' . . . . ' . . - . . : . 
!). WNI ... , ... , ... - - , .. , .. ,.Rp. 75.000,- 

Rp. 150.000,- 

. Rp, 50.000;- 

. Rp. 100:000,- 

. · Rp. 100.000,- 

- ... ' .. 

. . . .. . ' .. � ., . 

2). WNA 

f. Akta Kutipan II 

I). WNI .l�p. . 3 b.000,- 

2). WNA Rp. 50.000,- 

g. Surat Keterangan Terlam�t Rp. 10.000,- 

h. Pendaftaran Perkawinan 

!). WNI .R 5.000,- .. p. 

2). WNA Rp. 10.000,- 

2). WNA 

j. Akta Pengakuan Anak 

I). WNI 

·2).WNA .... ·.···· . 

Bila ter/ambat melapor .dalam jangka. wakiu 3 (tiga) bu/an 
dikenakan biaya tambahan �qisaf: S(f'/o_/fimp puluh p_e�sen) dari 
besarnya tarif retribusi dimaksud dalam Ayat (]) Pasal tm. 

) 

l . , 

;t 

Rp. I 00.000,� 

Rp. 75.000,- 

Rp. 150.000,- 

Rp. l 00.000,- 

Rp. I 00.000,- 

Rp. 150.000,- 

Rp. 200.000,- 

Rp. 150.000,- 

Rp. 200.000,- 

1. Surat Keterangan Pendaftaran 
Penduduk Sementara I VlNA 

J. Surat Keterangan Pendaftaran 
Penduduk Tetap I WNA 

- . -···· . 

k. Surat Keterangan Tempat 
Tinggal l:Wl'J'A. ... 

2. Ak:ta Catatan Sipil : 

a. Akta Perkawinan (AP) : 

!) WNI 

(a). Di dalam Kantor 

(b ). Di luar Kantor 

2)WNA 

(a). Di dalam Kantor 

(b). Di luar Kantor 

b. Akta Perceraian (AC) : 

I). WNI 

2). WNA 

I). WNI 

2). WNA 

d. Akta Ganti Nama (AGN) 

e. Akta Perubahan (AP) 

Rp. 20.000,- 

Rp. 30.000,- 

Rp. 35.0QO,- 

Rp. 50.000,- 
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BABXXV 
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN 

-. - PENAGlHANiRETRIBUST --- - . 

Pasal 73 

(I) Tata cara pemungutan dan penagihan retribusi ditetapkan oleh 
Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. 

BABXXVI 
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN 

PEMBEBASAN RETRIBUSI 
Pasat 74 

(I) Bupati dapat unemberikan pengurangan, keringanan dan 
pembebasan retribusi, 

(2) Pengurangan; .keringanan dan pembebasan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (I) Pasal ini diberikan dengan 
memperhatikan kemampuan wajibretribusi. · 

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi 
ditetapkan .dengan Peraturan Bupati. 

BAB XX.VII 
· SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal 75 

(1) Bagi, penduduk yang terlambat melaporkan/mengurus, akta 
sebagaimana yang diatur pada Pasal 61 Peraturan Daerah ini 
dikenakan sanksi 50% (lima puluh persen) dari retribusi yang 
ditetapkan. 
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(2) Data yang tidak benar diajukan sebagai dasar pembuatan KK, 
KTP. dan Akta - akta Catatan Sipil serta _ Dokumen 
Kependudukan lainnya yarig diterbitkan oleh SKPD, maka 

. dapat dicabut. . 

BABXXVIII' 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 76" 

( 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan P;sal i I ayat (1 ), pasal 
· - · rn·ayat (r), pasal 19 ayat (1), pasal 23, pasal 24'ayat (I} dan 

· - pasal 66 ayat -Cl) dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan 
hukuman kurungan ··paling· lama· 3 (tiga) bulan atau denda 

. palingbanyak Rp, S0.000.QOO,i .(LiIDa Puluh Juta Rupiah). 
(2) Tindak pidana sebagaimana-dimaksud dalarn ayat (I) adalah 

- pelanggaran, __ 

____ JJAB:*1x _ .. _ 
K.ETENTUAN PENYIDIKAN - 

Pasal 77,_ 

(!) · · Pejabat --Pegawai : Negeri Sipil · tertentu · di, lingkungan 
.Pemerintah Kabupaten 'diberi '. wewenang khusus sebagai 
penyidik 'untuk- melakukan · · penyidikan .tindak pidana di 

_ - bidang perpajakan_ Daerah atau Retribusi, , sebagairnana 
- - - dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang 

berlaku. 

(2) Wewena:ng penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah : ' . . . . . . 
a. Menerima, mencari _ mengumpulkan . - dan meneliti 

keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana 
di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan 
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tersebut menjadi lengkap dan jelas; 

b .. Meneliti, , ... mencari, dan mengumpulkan, keterangan 
mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran 
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan . tindak 
pidana perpajakan.Daerah .�etribusi; 

c. Meminta keterangan dan bahan: bukti dari orang pribadi 
atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang 
Retribusi Daerah; 

. d. Memeriksa· buku-buku, _ catatan-catatan dan dokumen- 
dokumen 'iain. berkenaan dengan tindak pidana di bidang 
perpajakan Daerah ilru1 Retribusi; 

er- Melakukan ·penggeledahiin 'untuk · mendapatkan bahan 
bukti pembukuan, pencatatan dan dokurnen-dokumen lain 
serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalarn rangka pelaksanaan 
tugas penyidikan · tindak pidana di bidang Retribusi 
Daerah.:' ,-":·,· '··· .: =: · '-'.-· ·-· 

' 
g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang 

meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan 
sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan 

. atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e; 

· h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana 
Retribusi Daerah; · · 

1. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan 
diperiksa sebagai tersangka atausaksi; 

j. Menghentikan penyidikan; 

k. Melakukan _tindakan lain yang perlu untuk kelancaran 
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penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah 
menurut hukum yang dapat .dipertanggungjawabkan. 

(2) Penyidik sebagaimana. dimaksud dalam ayat (] l 
- memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan 
hasil penyidikannya kepada penuntut um uni melalui penyidik 
pejabat Polisi Negara Republik. Indonesia.,· -sesuai dengan 

.. · ketentuan yang 'diatur dalam Undang-undang Hukunr Acara 
Pidana yang berlaku. 

·BABXXX 
KETENTUAN PERALIHAN -: 

Pasai 78 · 

(]) Bentuk, isi, format dokumen pendaftar penduduk dan surat 
keterangan kependudukan' dan catatan sipil lainnya serta 
formulir - formulir isian permohonan pendaftaran dan 
pelayanan yang masih ada sekarang tetap berlaku hingga 
berakhir masa berlakunya, 

(2) Penggantian dan atau perubahan sebagaimana dimaksud ayat 
· 1 (satu) pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

BABXXXI 
KETENTUAN PENUTUP 

PASAL 79 

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur 
dengan Peraturan Bupati. 



Pasal 80 

Dengan berlakunya Peramran Derah ini, rnaka Peraturan Daerah 
Kabupaten · Gowa ·Nomor-··9--Iahun· ··:2000· · tentang 'Retribusi 
Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan 

·- Sipil (Lembaran Daerah .Kabupateri Gowa Tahun 2000 Nomor 9) 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

· ·····riisaisc 
Peraturan Daerah ini .berlaku sejak tanggal diundangkan. · · 
Agar setiap orang dapat mengetahui, mernerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penernpatannya dalam 
Lembaran Daerah Kabupten Gowa, 

,,--- --''-, lL MU.H,YUSUF SOMI\-IENG ..... - . 
LEM BARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2008 NOMOR 5 
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